
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
NOMOR : KP-DJPU 235 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR 50% 

(LIMA PULUH PERSEN) TERHADAP PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN 
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SELAMA MASA HARI RAYA 
NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan 
mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat 
selama masa hari raya Natal Tahun 2025 dan Tahun 
Baru Tahun 2026, perlu diberikan pengurangan tarif 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima 
Puluh Persen) terhadap pelayanan jasa 
kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar 
Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara selama masa hari raya Natal Tahun 2025 dan 
Tahun Baru Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang 
Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan 
Jasa Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar 
Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan 
Tahun Baru 2026; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5884); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6584); 

7. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 
2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 
2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara 
Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Sampai dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol 
Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1343); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 115); 



MEMUTUSKAN: 
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN 

UDARA TENTANG PENGENAAN TARIF PENERIMAAN 
NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR 50% (LIMA PULUH 
PERSEN) TERHADAP PELAYANAN JASA 
KEBANDARUDARAAN PADA UNIT PENYELENGGARA 
BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL 
PERHUBUNGAN UDARA SELAMA MASA HARI RAYA NATAL 
TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU TAHUN 2026 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Menetapkan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap pelayanan 
jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar 
Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara selama masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun 
Baru Tahun 2026 kepada Badan Usaha Angkutan Udara 
Niaga Berjadwal yang beroperasi secara nyata melayani rute 
penerbangan berjadwal dari dan/ atau ke bandar udara yang 
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud 
pada Diktum PERTAMA meliputi Unit Penyelenggara Bandar 
Udara yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum dan Unit Penyelenggara Bandar 
Udara yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum. 

Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum PERTAMA yang dikenakan tarif 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima Puluh 
Persen), berupa: 
a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); 
b. Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara; 
c. Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan 
d. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara. 

Pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 
50% (Lima Puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada 
Diktum PERTAMA berlaku untuk: 
a. kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri 

yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 
sampai dengan 10 Januari 2026; dan 

b. periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 
22 Oktober 2025. 



KELIMA Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktur 
Bandar Udara dan Direktur Angkutan Udara melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan lni. 

KEENAM Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Oktober 2025 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

ttd. 

LUKMAN F. LAISA 

esuai dengan aslinya 
n Hukum dan Kerja Sama, 


